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Negara Indonesia adalah negara hukum artinya setiap sendi kehidupan dalam 

berbangsa dan bernegara serta tingkah laku setiap warga negara indonesia diatur 

dan diawasi oleh hukum. Hal ini dipertegas dengan ditunjuknya Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Indonesia. Hukum yang 

mempunyai posisi yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

indonesia, mempunyai dua sifat: a. Bersifat imperatif, secara a’priori wajib ditaati, 

kaidah ini tidak dapat dikesampingkan oleh suatu keadaan atau sitruasi tertentu 

hanya karena suatu perjanjian. b. Bersifat fakultatif, yaitu tidak secara a’priori, tidak 

wajib ditaati atau tidak mengikat atau dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian 

Permasalahan yang penulis sajikan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana prosedur 

penegakkan hukum etika profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap 

anggota polri yang melakukan pelanggaran?. 2. Apakah jenis-jenis pelanggaran 

kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering dilakukan 

Anggota Polri?. 

 

Penulis di dalam  melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu 

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis 

normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, azas-azas 

tentang penegakan hukum Etika Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia 

khususnya di Polres Lampung Timur dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-

literatur yang berhubungan Peradilan Pidana. Pendekatan yuridis empiris 

Pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek 

penelitian dengan cara observasi dan wawancara. 

 

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 1.  Kecenderungan jenis pelanggaran kode etik profesi 

padaanggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Polres Lampung Timur 

adalah: a. Tidak Masuk Dinas tanpa keterangan yang sah secara berturut-turut lebih 

30 hari kerja (Pasal 14 ayat 1 huruf A PP RI No 1 Tahun 2003. b.Menerima uang 

/imbalan pada saat proses penyelidikan/penyidikan tindak pidana (Pasal 7 ayat 1 

huruf C Perkap 14 Tahun 2011) . c. Melakukan tindak pidana yaitu pencurian 

Pasal 362 KUH Pidana dan telah mendapat putusan hukum tetap (inkrah) (Pasal 12 

ayat 1 huruf A PP RI No. 1 Tahun 2003). d. Melakukan tindak pidana yaitu 

penyalahgunaan narkoba Pasal 362 KUH Pidana dan telah mendapat putusan 

hukum tetap (inkrah) (Pasal 12 ayat 1 huruf A PP RI No. 1 Tahun 2003). 2. Proses 

hukum pidana bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik profesi 

dan telah masuk ke dalam ranah hukum pidana, maka pelaksanaannya harus 

didahulukan dan dilaksanaakan proses hukum pidana, dengan mengacu pada Pasal 



29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan setelah proses 

hukum pidananya sudah selesai hingga ke Pengadilan Negeri yang sudah 

mempunyai kekuatan hukum tetap maka barulah anggota Polri tersebut diproses 

hukum pelanggaran kode etik profesi Polri. 

 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 1. Bahwa dalam hal anggota Polri ketika melakukan suatu tindak pidana, 

maka anggota Polri harus tunduk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. 2. Dalam hal anggora Polri diberikan tugas 

sebagai penyidik harus dapat mengesampingkan ikatan senioritas dan sebagainya 

ketika seorang anggota Polri melakukan suatau tindak pidana, guna mempermudah 

dan memperlancar proses hukum yang sedang berjalan. 
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Indonesia is a country of law means that each joint in the life of nation and state and 

behavior of every citizen are regulated and supervised by Indonesian law. This is 

reinforced by the appointment of Pancasila and the 1945 Constitution as the basis 

for the State Indonesia. The law has a very dominant position in the life of the 

nation Indonesia, has two properties: a. Is imperative, for a'priori must be followed, 

this rule can not be ruled by a specific situation or sitruasi only because of an 

agreement. b. Voluntary, ie not for a'priori, must not be obeyed or not binding or it 

can be set aside by an agreement that the authors present the problem is as follows: 

1. What is the procedure of law enforcement professional ethics of the Indonesian 

National Police against members of the police who commit abuses ?. 2. What types 

of violations of the code of ethics of the Indonesian Police often do members of the 

Police ?. 

 

The author in conducting research , using two approaches, namely normative and 

empirical juridical approach . Normative juridical approach is implemented by 

studying the norms or rules of law , principles of law enforcement Professional 

Ethics Indonesian National Police , especially in East Lampung Police and other 

regulations as well as literature related Criminal Justice . Juridical empirical 

approach carried out through research directly to the object of research by 

observation and interviews . 

 

Based on the results of research and discussion in the previous chapter, it can be 

concluded that: 1. The tendency of violations of professional conduct code 

padaanggota the Indonesian National Police in East Lampung Police are: a. Absent 

Office without legitimate explanation in a row over 30 working days (Article 14, 

paragraph 1, letter A PP RI No. 1 of 2003. b.Menerima money / rewards during the 

process of inquiry / investigation of criminal offenses (Article 7 paragraph 1 letter C 

Perkap 14 in 2011). c. Conducting a criminal offense, namely theft of Article 362 of 

the criminal Code and has got a permanent legal decision (inkrah) (Article 12, 

paragraph 1, letter A PP No. 1 of 2003). d. Conducting a criminal offense is drug 

abuse Article 362 of the criminal code and has got a permanent legal decision 

(inkrah) (Article 12, paragraph 1, letter A PP No. 1 of 2003). 2. the process of 

criminal law for police officers who commit violations of the code of ethics and 

have entered into the realm of law criminal, the implementation should take 

precedence and dilaksanaakan criminal proceedings, with reference to Article 29 

paragraph (1) of Law No. 2 of 2002 on the Police and after the process of criminal 

law has been completed up to the District Court already has permanent legal force 



through their own members the police prosecuted violations of the code of 

professional conduct of the Police. 

 

Based on the conclusion, the authors can provide suggestions as follows : 1. 

Whereas in the case of members of the police as having committed a crime , the 

police members should be subject to the provisions of Article 29 paragraph ( 1 ) of 

Law No. 2 of 2002 on the Police . 2. In the case of Angora Police Force was given 

the task as investigator should be able to override the bond seniority and so when a 

police officer did suatau crime, in order to simplify and expedite the ongoing legal 

process . 

 

LATAR BELAKANG 

Negara Indonesia adalah negara hukum artinya setiap sendi kehidupan dalam 

berbangsa dan bernegara serta tingkah laku setiap warga negara indonesia diatur 

dan diawasi oleh hukum. Hal ini dipertegas dengan ditunjuknya Pancasila dan 

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara Indonesia.  Hukum yang 

mempunyai posisi yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

indonesia, mempunyai dua sifat: 

a. Bersifat imperatif, secara a’priori wajib ditaati, kaidah ini tidak dapat 

dikesampingkan oleh suatu keadaan atau sitruasi tertentu hanya karena suatu 

perjanjian. 

b.  Bersifat fakultatif, yaitu tidak secara a’priori, tidak wajib ditaati atau tidak 

mengikat atau dapat dikesampingkan oleh suatu perjanjian (Barda Arief 

Sidharta, 2008: 78). 

 

Hukum yang berbeda ditengah masyarakat, mempunyai tujuan yang dapat dikaji 

melalui tiga sudut pandang, yaitu : 

a.  Dari sudut pandang ilmu positif–normatif atau yuridis dogmatis, bahwa tujuan 

hukum dititik beratkan pada kepastian hukumnya. 



b.  Dari sudut pandang filsafat hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada 

pengadilan. 

c.Dari sudut pandang sosiologi hukum, dimana tujuan hukum dititik beratkan pada 

kemanfaatannya (Barda Arief Sidharta, 2008: 78).  

 

Penegakan supermasi hukum dimulai dengan melakukan pembenahan baik dari segi 

material (subtantif) dan formal sebuah produk peraturan perundang-undangan yang 

harus singkron dan relevan dengan nilai-nilai hidup dalam masysrakat maupun 

peningkatan kualitas sumber daya aparat penegak hukum dimana harus ada 

kerjasama dan koordinasi yang terarah antara aparat hukum itu sendiri. 

 

Tindak kriminal atau tindak pidana dewasa ini sebagaimana diketahui bersama telah 

mengalami perkembangan baik dari segi modus operandinya, maupun   dari sisi 

pelakunya. Khusus bila dilihat dari sisi pelakunya, sebelumnya kita ketahui bahwa 

umumnya yang menjadi pelaku tindak pidana adalah orang-orang sipil biasa. 

Namun dalam perkembangan yang terjadi dewasa ini, tindak pidana tersebut tidak 

saja dilakukan oleh orang sipil, namun telah banyak dilakukan oleh oknum-oknum 

yang justru menjadi aparat penegak hukum, seperti misalnya dilakukan oleh oknum 

aparat/anggota kepolisian yang notabene seharusnya ia menjadi penegak hukum dan 

pelindung/pengayom masyarakat. 

 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam hubungan dengan kedudukan kelembagaan 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Polisi Republik Indonesia  (POLRI),  di  

dalam  Tap.  MPR  No.VI/MPR/2002,  dinyatakan bahwa: “Tentara Nasional 

Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia  secara  kelembagaan  

terpisah  sesuai  dengan  peran  dan  fungsi masing-masing. 



 

Tindak pidana pada hakikatnya adalah perbuatan yang mencangkup peraturan 

Perundang- Undangan hukum pidana dan diantara tindak pidana adalah tindak 

pidana penggelapan yang diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum  Pidana  

(KUHP)  Buku  II Bab  XXIV  Pasal  372  Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 

(KUHP) yang mungkin dapat dilakukan oleh siapa saja termasuk anggota Polri. 

Bahwa sekalipun anggota Polri sebagai aparat penegak hukum jika melakukan 

tindak pidana, maka kenyataanya harus dilakukan proses hukum dan harus 

dipertanggung jawabkan secara hukum. 

 

Dalam pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri diperlukan dasar hukum 

yang dipakai sebagai landasan yuridis formil di dalam melakukan tindak terhadap 

setiap anggota Polri yang melakukan tindak pidana. Adapun dasar hukum yang 

dimaksud adalah Kitab Undang-Undang  Hukum   Acara  Piadana (Undang-Undang 

Nomor  8 Tahun1981). Sehubungan dengan subyek yang menjadi tersangka atau 

terdakwa adalah anggota Polri, maka selain KUHAP ada beberapa peraturan 

perundang-undangan yang dipergunakan sebagai landasan hukum dalam 

pelaksanaan proses hukum terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana 

sebagai berikut: 

a)   Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik 

Indonesia 

b)   Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

c)    Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 



d)   Peraturan Pemerintah Nomor  3  Tahun  2003  Tentang  Pelaksanaan Teknis 

Institusional Peradilan Pidana Bagi Anggota Polri 

e)    Peraturan Kapolri (PerKap) Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi 

Polri. 

 

Pedoman kerja dalam pelaksanaan pemeriksa ini adalah Peraturan Pemerintah 

Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin 

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri (PerKap) 

Nomor: 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. 

 

Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan  

yakni  sesuai  ketentuan  Pasal  5  Peraturan  Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 

tentang pelaksanaan teknis institusional Peradilan Pidana bagi anggota Polri dimana 

pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam  rangka  penyidikan  dilakukan  dengan 

memperhatikan kepangkatan. 

 

Terdapat 7 (tujuh) jenis sanksi/hukuman yang dikenakan terhadap anggota   Polri 

yang melakukan tindak pidana penggelapan. Ketujuh jenis sanksi/hukuman adalah 

perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, kewajiban pelanggar 

meminta maaf secara lisan atau tertulis kepada institusi Polri atau pihak yang 

dirugikan, mengikuti pendidikan ulang etika profesi, mental kepribadian dan 

keagamaan untuk paling lama satu bulan dan minimal satu minggu, 

direkomendasikan dimutasikan ke fungsi yang berbeda untuk paling lama satu 

tahun, direkomendasikan dipindahtugaskan ke jabatan yang berbeda untuk paling 

lama satu tahun, direkomendasikan dipindahtugaskan ke wilayah yang berbeda 



untuk paling lama satu tahun dan  rekomendasi Pemberhentian Dengan Tidak 

Hormat (PTDH) dari dinas kepolisian (Polri). Bertolak dari latar belakang 

pelaksanaan disiplin tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di 

dengan judul “Penegakan Hukum Etika Profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia (Study Kasus di Polres Lampung Timur)”. 

 

PERMASALAHAN DAN RUANG LINGKUP 

RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dua 

pokok masalah, yaitu:  

a. Bagaimana prosedur penegakkan hukum etika profesi Kepolisian Negara 

Republik Indonesia terhadap anggota polri yang melakukan pelanggaran? 

b. Apakah jenis-jenis pelanggaran kode etik profesi Kepolisian Negara Republik 

Indonesia yang sering dilakukan Anggota Polri? 

 

RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada : 1. Prosedur penegakan hukum etika profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap Anggota Polri yang melakukan 

pelanggaran. 2. Kecenderungan jenis-jenis pelanggaran Kode Etik Profesi 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sering di lakukan oleh Anggota Polri. 

. 

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan perumusan masalah yang akan dibahas, maka tujuan penelitian 

ditentukan sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis kecenderungan jenis 

pelanggaran Kode Etik Profesi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis prosedur penegakan hukum 

etika profesi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 



KEGUNAAN PENELITIAN 

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan mengandung dua 

kegunaan sebagai berikut: 

a.  Kegunaan Teoritis  

Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, 

khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pembuktian pidana serta 

dapat menambah bahan-bahan kepustakaan. 

b.  Kegunaan Praktis  

1)  Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 

2)   Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah 

dengan kenyataan di lapangan. 

3)    Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang 

terkait dengan masalah penelitian ini. 

4)  Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Muhammaddiyah Metro. 

 

SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut: 

 

I. PENDAHULUAN  

Pendahuluan merupakan bagian yang memuat latar belakang masalah, 

kemudian permasalahan dan ruang lingkup, selanjutnya juga memuat tujuan 

dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual sebagai acuan dalam 

membahas penelitian serta sistematika penulisan. 



 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka merupakan bagian yang menguraikan pengertian-pengertian 

umum tentang pokok-pokok bahasan dalam penelitian ini, yang terdiri dari 

Tanggungjawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman Aliran 

Listrik Kota Metro. 

 

III. METODE PENELITIAN  

Metode penelitian merupakan bagian yang menguraikan tentang langkah yang 

akan ditempuh dalam pendekatan masalah, sumber data, jenis data, cara 

pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Uraian dalam bagian ini terdiri dari tiga sub bagian, yaitu sub bagian yang 

menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan 

tentang Tanggungjawab PT. PLN Terhadap Konsumen Akibat Pemadaman 

Aliran Listrik Kota Metro. 

 

V. PENUTUP 

Merupakan bab penutup dari penulisan penelitian yang berisikan secara singkat 

hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan 

sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran 

yang berhubungan dengan penulisan. 

 

METODELOGI PENELITIAN 

Penulis di dalam  melakukan penelitian, menggunakan dua pendekatan, yaitu 

pendekatan yuridis empiris dan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis 



normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang 

bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi-konsepsi, doktrin-

doktrin hukum dan norma-norma hukum yang berkaitan dengan Perlindungan 

Hukum Terhadap Konsumen Atas Kerugian Pemadaman Listrik Yang Dilakukan 

Oleh PT. Perusaan Listrik Negara (PT. PLN. Persero) Kota Metro. Adapun 

pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian lapangan yang ditujukan 

pada penerapan hukum. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Tanggungjawab PT. PLN Terhadap Konsumen Bila Terjadi Kerusakan Barang 

Elektronik Yang Diakibatkan Adanya Pemadaman Listrik. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat maka diketahui bahwa apabila 

di dalam pengelolaan pelaksanaan penggunaan tenaga listrik melanggar hak 

konsumen. PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan yang bertanggungjawab 

atas pelayanan listrik harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyediakan 

energi listrik yang andal bagi konsumennya serta PT. PLN (Persero) Kota Metro 

juga akan bertanggungjawab atas semua keluhan konsumen karena PT. PLN 

(Persero) Kota Metro memiliki hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam 

pasal (7) dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan 

konsumen. 

 

2. Faktor Penyebab Sering Terjadinya Pemadaman Listrik. 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, Setelah 

melalui proses wawancara yang dilakukan penulis dengan para responden di PT. 



PLN (Persero) Tbk. Kota Metro, penulis mendapat penjelasan bahwa pemadaman 

aliran listrik di wilayah Metro disebabkan oleh tiga faktor, yaitu : 

1. kondisi keterbatasan listrik 

2. kondisi keterbatasan pasokan ketika adanya pemeliharaan mesin atau gangguan 

mesin  

3. kondisi pemadaman akibat adanya pemeliharaan jaringan tenaga distribusi tenaga 

listrik. 

 

B.  SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai 

berikut: 

1. Bahwa dalam hal anggota Polri ketika melakukan suatu tindak pidana, maka 

anggota Polri harus tunduk pada ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri. 

2. Dalam hal anggora Polri diberikan tugas sebagai penyidik harus dapat 

mengesampingkan ikatan senioritas dan sebagainya ketika seorang anggota 

Polri melakukan suatau tindak pidana, guna mempermudah dan 

memperlancar proses hukum yang sedang berjalan. 
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